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Abstrak
Di Era Otonomi Daerah, tiap daerah harus meningkatkan efesiensi dan kinerjanya antara
lain dengan mengelola asset-asetnya secara benar, utamanya asset berupa tanah. Pendaftaran
Tanah sebagai asset Provinsi/daerah diperlukan untuk mengetahui kejelasan status hokum hak
atas tanah asset tersebut. Kenyataan yang terjadi menunjukkan banyak asset daerah yang
dikuasai dan dimanfaatkan oleh Instansi Pemerintah masih berstatus tanah Negara dan belum
terdaftar/bersertifikat sebagai tanah hak.
Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah: (1) mengidentifikasi dan
mengiventarisasi tanah-tanah bekas milik asing (Belanda dan Cina) yan menjadi obyek
nasionalisasi asset bekas milik asing sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 86 Tahun
1956 tentang Nasionalisasi Perusahan-Perusahaan Bekas Belanda, selanjutnya Peraturan
Menteri Agraria Keuangan No.188/PK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik
Asing/Cina; (2) mengetahui status hokum tanah bekas milik asing yang menjadi asset pemerintah
Kota Makassa; (3) mengetahui sejauhmana pengelolaan asset pemerintah kota Makassar, dan (4)
Kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam pengelolaan administrasi tanah
bekas milik asing Cina dan Belanda.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung ke lapangan
untuk mengetahui letak, batas, luas dan sejarah serta kepemilikan tanah dari tiap-tiap tanah bekas
milik asing (Belanda/Cina) yang terletak di Kota Makassar dan sekitarnya, baik yang telah
berstatus (mempunyai sertifikat tanah) maupun yang belum tercatat sebagai asset pemerintah
daerah. Dilakukan pula studi dokumen dan wawancara bebas berstruktur dengan pihak
Pemerintah Kota Makassar, di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Makassar sebagai
instansi yang berwenang dalam bidang pertanahan, serta di Kantor Pengelolaan Kekayaan
Negara Kantor Wilayah XV Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Makassar.
Hasil penelitian (1)Tanah asset Pemerintah Kota Makassar yang berasal dari tanah bekas
milik asing Cina dan Belanda telah terinventarisasi, dan dalam penguasaan dan pemanfaatan oleh
instansi pemerintah dan ada pula yang telah dilepaskan hak atas tanahnya (tanah ex gemeente)
kepada masyarakat; (2) Status hukum tanah aset daerah bekas milik asing Cina dan Belanda di
Makassar ada yang masih berstatus tanah negara dan ada juga yang telah berstatus tanah hak: (3)
Tanah bekas Milik asing belanda dan Cina yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kota
Makassar baik yang sudah bersertifikat maupun belum bersertifikat dikategorikan sebagai asset
daerah sehingga pengelolaannya harus berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17
tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; (4) Kendala
penyertifikatan tanah aset daerah bekas milik asing Cina dan Belanda terbagi menjadi dua yaitu
kendala peraturan perundang-undangan dan kendala administrasi.
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Abstract
In the era of regional autonomy, each region should increase the efficiency and
performance, among others, by managing it assets correctly, it is necessary for asset registration
Province/Region to determine the clarity of the legal status of existing asset. Reality of the matter
shows the are many assets controlled areas and are used by government agencies are still a
ground state, and are not registered/certified as land rights. Goal the be achieved through this
research are: (1) identification and inventory land former foreign owned/China based on the
Peraturan Menteri No. 88/PMK.06/2008 and Company - Dutch company that became the object
of nationalization of foreign- owned asset since the former the issuance of Undang-Undang  No.
86/1956 regarding the company Nationalization-former Dutch Company; (2) inventarisation lost
land assets of foreign/China and Dutch Companies affected land nationalization as the principle
asset of Makassar who have certified; (3) how to management of asset by the Government
Makassar City; (4) obstacles encountered in the certification of foreign-owned by the
Government Makassar City.
Current research has been done, a collection of secondary data and primary data
collection by direct interviews with the Head of Government land Subsection National Land
Agency Makassar City.
The result, (1) land assets of foreign/China-Dutch in Makassar has been registered and
the acquisition and utilization by government agencies and some are released to be community
land right; (2) the legal status of the land is still there with the status of the country and there are
ready certified land rights; (3) former foreign-owned land that been certified or not certified
categorized as regional assets that management should be based on Peraturan Menteri Dalam
Negeri No. 17 Tahun 2007; (4) obstacles encountered in the certification of-foreign-owned asset
of the former laws and regulations are obstacles and administrative constraints.
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